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BUPATI MINAHASA SELATAN 

PROVINSISULAWESIUTARA 

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN 

NOMOR 9 TAHON 2016 

TENTANG 

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JAL 

KABUPATEN MINAHASA SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MINAHASA SELATAN, 

Menimbang a. bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan An kutan 
Jalan yang bersifat lintas sektor harus di laks akan 
secara terkoordinasi dalam upaya mewujudk Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, lancar tertib 

/ 

dan terjamin keselamatan bagi penggunajalan; - 

I 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pe turan 
Bupati Minahasa Selatan tentang Pembentukan Forum 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 
Pembentukan Kabupaten Minahasa Sela dan 
Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Le 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No or 30, 
Tambahan Lembaran Negara Republik In onesia 
Nomor 4273); 

2. Undang-un ang ... 



I 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentan 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran egara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tam,ahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 502 ); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tejtang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lemjaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Norn r 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia]; 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Re blik 

Indonesia Nomor 4444); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 t ntang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran ublik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
sebagaiman telah diubah beberapa 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 t tang 
perubahan kedua atas Undang-Undang Norn r 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Le baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Norn r 58; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Ind nesia 
Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 t ntang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Peme · ntah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemeri tahan 

Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara R publik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, T bahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo114 7 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 

Forum Lalu Lintas dan Angkutan 
Negara Republik Indonesia Tahun 

Tambahan Lembaran Negara Republik In onesia 
Nomor 5229); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 Tentang Produk Hukum Daerah; 

9. Pera ran ... 
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6. Koordinasi adalah kegiatan 

mengintegrasikan, menyerasikan, dan menyelar skan 

pandangan dan program penyelesaian mas I 
permasalahan penyelenggaraan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. 

BAB II 

PENYELENGGARAAN LALO LINTAS 

DAN ANGKUTAN JALAN 

Pasal 2 

(1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

dilaksanakan secara sinergis sesuai urusan D as / 
Instansi, sebagai berikut : 

a. Urusan di bi dang jalan, oleh Dinas yang 
bertanggung jawab dibidang jalan. 

b. Urusan di bi dang saran a dan prasaran Lalu 
Lintas Angkutan Jalan, oleh Din as yang 
bertanggung jawab dibidang saran a dan 
prasarana Angkutan Jalan. 

c. Urusan di bi dang pengembangan ind us Lalu 
Lintas Angkutan yang 
bertanggung jawab dibidang 
industri. 

d. Urusan dibidang pengembangan teknolo Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan oleh Dinas / Badan 

yang bertanggung jawab dibidang pengem1angan 
teknologi. 

e. Urusan dibidang registrasi dan identifikasi 
kendaraan bermotor dan pengemudi, pen gakan 
hukum, dan operasional manajemen re ayasa 
Lalu Lintas, serta pendidikan barlalu lint s oleh 
Kepolisian Daerah Kabupaten Minahasa Se atan. 

(2). In tansi. .. 



(2). Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) s 

tugas dan fungsinya mengadakan 
integrasi dan sinkronisasi kegiatan secara siner i; 

(3). Dalam melaksanakan tugas dan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ter apat 
masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh In tansi 

yang bersangkutan, maka diselesaikan melalui 
dengan instansi sebagaimana dimaksud pada a t (1) 

sebagai inisiator. 

BAB Ill 
SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM 

Pasal 3 

Susunan Keanggotaan Forum adalah sebagai beriku 

Pembina 1. Bupati Minahasa Selatan 

2. Kepala Kepolisian Resor Mi asa 
Sela tan 

3. Komandan Distrik Militer 1302 
Minahasa 

Ke tua Wakil Bupati Minahasa Selatan. 

Minahasa Selatan. 

Assisten Bidang Perekonomi 

Pembangunan. 

dan 

ngan 

atika 

Daerah 

Kepala Dinas 

Komunikasi dan 
Kabupaten Minahasa Selatan. 

Sekretaris 

Wakil Ketua 

Wakil Ketua 

Wakil Ketua 

Sekretaris Kepala Bidang Perhubungan Darat 
Pada Dinas Perhubungan Korn ikasi 
dan Informatika Kab. Mi 

Sela tan. 

W akil Sekretaris Kepala Satuan Lalu Lintas Polres 
Minahasa Selatan. 

An ota ... 



Bad an 

Selatan. 

1. Kepala 

I 4. Sekretaris Dinas Perhub ngan 
Komunikasi dan Informatik I Kah. 

Pembangunan Daerah 
Minahasa Selatan. 

2. Kepala Dinas Pekerjaan 
Kabupaten Minahasa Sela 

3. Kepala Bagian Hukum Sekr , iat 

Daerah Kabupaten 

Anggota 

dan 

Kah. 

Minahasa Selatan. 
5. Kepala Seksi Angkutan 

pada Dinas Perhubungan 
Dinas Perhubungan Komu 

dan Informatika 

Sela tan. 
6. Kepala Seksi Lalu Linta 

Teknik Sarana Prasarla 
Dinas Perhubungan oJat, 

Perhubungan 
Informatika 

Selatan. 
7. Unsur Organda 
8. Staf Bidang Perhubungan Darat 

( 2 ORANG). 

9. Kepala Bagian Operasi Sa 

Polres Minahasa Selatan. 

10. Para Kepala Unit Pada Sa 
Polres Minahasa Sela ( 4 

Orang) 

BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 4 

dan merencanakan dalam keterpaduan 

( 1) Forum mempunyai tugas melakukan koo dinasi 
antar instansi penyelenggara yang mem lukan 



menyelesaikan permasalahan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dim sud 

pada ayat (1) Forum mempunyai fungsi se 
wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan 

fungsi setiap penyelenggara Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan dalam penyelenggaraan Lalu ntas 

dan Angkutan Jalan, dalam rangka: 
a. Menganalisa permasalahan. 
b. Menjembatani, mencarikan solusi, serta 

meningkatkan kualitas pelayanan. 
c. Bukan sebagai aparat penegak hukum. 

Pasal 5 

( 1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Forum a pat 
mengundang pihak-pihak lain yang dipandang rlu. 

(2) Hasil pelaksanaan tugas Forum dilaporkah k pada 
Pembina melalui Ketua secara berkala. 

BABV 

SEKRETARIAT FORUM 

Pasal 6 

Sekretariat Forum berkedudukan di Dinas Perhub ngan, 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten MinahaJa S Iatan 

BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 7 

Biaya Pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan An kutan 
Jalan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan elanja 
Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. 

B VII ... 



BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

I 111111 ti 8 

Peraturan iru mulai berlaku pada tanggal ditetapk 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempata nya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. 

Ditetapkan di Amurang 
Pada Tanggal /� Februari 

Diundangkan di Amurang 
Pada Tanggal I J Februari 2016 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN MINAHA A SELATAN, 

DANNY H .. 

BERITA DAERAH KABUPATEN MlNAHASA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR D 


